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BUPATIACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

PROVINSIACEH

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

Menimbang . a

Mengingat : I

b

BUPATIACEH UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran

antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang

menyebabkJn saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan

dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBK

Tahun Anggaran 2017.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perubahan APBK

tahun anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Qanun'

Undano-Undanq Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentanq Pembentukan

oieiitiotononn' xibupitbn-kabupaten dalam LingkunganDaqrah Provinsi

S;"i;ifi' Ljffi ?[,ifrniian tligara Republik-!@-o-nesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1u92);

Undano-Undano Nomor 12 Tahun 1985 tentqrg Paj?\- Bumi dan

ei..iiia. Gnn"baian Neqara Republik lndonesia Ta'hun {985 Nomor 68,

i#Uh;n'Lembiran tletara Nbmor 3312) sebagaimana telah diubah

i"nJan unOino-Undanq"Nomor 12 Tahuh 1994 (Lembaran Negara

Reotblik lndone-sia Tahur-n 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Nohor 3569);

LJndano-Undano Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

vano dersih da-n Bebas dari Korupsi, Kolusi ilan Nepotisme (Lembaran

fudiira neouUtiti lndonesia Tahun'1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Ne!ara Reirublik lndonesia Nomor 3851);

Undano-Undano Nomor 44 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan
Keistiniewaan Provinsi Daerah lstimewa Aceh;

LJndano-undano Nomor '17 Tahun 2003 lentanq Keuangan Negara
r[embdran Neoira Reoublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Neg-ara Republik lndonesia Nomor 4286);
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6. Undang-Undang....
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L'eiiitlllii Niiiia neplblik tndonesia Nomor 4355);

'i;ljt'fliliifri,ffi}lf 
,,ffi:,,:H]ieaifl 

ir'8niil.int?',??il,ss3r:

'ts:*11qi,iL',Tq,li''fr'i'd.J8:iJl'fS&'5:F13,fr f'ift .i:!',lTlf, il
i6b:iii3ii6i idi,'iirdl[i,i-ue-muaitn Nesira Republik lndonesia

Nomor 4421);

9. Undano'Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanqan Keuangan
" ;;#;'P#;iiriari 

-puiai 
i an iemerintah an. D-aerah (Lemlaran Neg ara

fi"'i'r"urii 
'iiioiitiei, i;iun i004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Rebublik lndonesia Nomor 4438);

'oi,:'.iil3,.Ti,1lg,)RT3,loil'1,,I?llH'i?3fl ,l'iiff *iiili,#3f if; 3l
Li,iii uailii t t.'iriuiRe p u bl i k I n don es i a N o mor 4633) ;

11. Undanq-Undanq Nomor 28 Tahun 2!09 tentang Pajak Daerah dan" ililiil'.iffiiir, ?Le,iuatin Neslra Repuullt ln"done6ia Tahun 2009

i'iEiiii,"'riol'*iain6iiian- tem6ir'an l'Jesara Republik lndonesia

Nomor 5049);

12. Undano-Undanq Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan' F;;r;dd,iijiiiiaririii ll'mtinin Nilaia nep-ubtik I ndonesia Tahu n 20 1'1

i'Jffi;-8r.-iffibthai Le;b;ian 
-Negara'Republik 

lndonesia Nomor

5234);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara- 
R6;blik lndon6sia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

[.rOitrn Ne-gara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244'

i.rUrh.n Leirbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

seUa!aimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor

9 Taiun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tanun 2OtS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. tentano kedudukan
'" kEl;ft;; reijira rjieran oi". w.-rl 6piii-ofiia3' llemSaran Nesara

iiEii'uYi"r.ili*'iliTitrun 2ooo t'lqrlor 210, Tarirbahan Lembaran

i'ii6iiJ nepuuiili lndonesia Nomor 4028);

16'PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentangPengelolaan' 
r:ffi I tu s'^f;tu"'Js:?i##HTJ.'s[B:i:l N:33i3 REBI Bli[ I l! S i:!i e
N;#; ?!-0) j, U5aoa-ihanJGian oiuuatr oengai PeratLiran Pemerintah

ii;ffi i;"%il,ff)bl5 iiittdns Feruoarran eias Peratulan Pemerintah

Ugx;l A*e:ll, 1i3i.l'lltU,rmff51i33'I?',il'.'ie?3'i,t*311111
ia'riiiatiii'L6il6aian liegrra Republik lndonesia Nomor 5340;

lT,PeraturanPemerintahNomor55Tahun200S.tentanglanaPerimbangan" iiii'iiiiiin' r'ieoiia ndpu6liti- tnoonesia Tahun 
-2005- Nomor 137

t#ffiil ieilEiiJn Netiira Republik lndonesia Nomor 4575);

1 8. Peraturan Pemerintah...
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentanq Sistem lnformasi'- k;;ffi;n oadiitr, sebaqaimana telah diubah .dengan Peraturan

i[m;rfndh ftomoi'od tanln 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

i';ffii;i;h tlomor s-o Tahun 2005 tentang- Sistem lnformasi Keuanoan

b#;h'iGmb;;; u6q.ii rieiuuiii'ini6riEsn-iirru n 20 1 0- t'tomor fl 0
iiiidiiri-n:Letuiran I'lesara R'epublik lndonesia Nomor 51 55);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatlun 2005 tentang Pengelolaan'" k;;ft;n biiiin iteruidn'Ni-sara tiepub-lii tnaonesia TahJn 2005

i'iordi l+0, irmudnin rcmoarai Negar'a Republik lndonesia Nomor

4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Talun 2005 .tentang ,.Pedoman- 
Penvusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

-Minlmal 
(LemDaran

i'rlli,ij"nlirluitt'ind'iniiiiTiinirr'lbtd t'to*o?1s0, Timbahan'Lembaran

Ne[ara Reirublik lndonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kineria Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubllK lndonesra

i;iir; itid6 ttdmoi zs. Tambahari Lembaran Ne-gara Republik lndonesia

Nomor 4614);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007- tentang Laporan--' penvetenooaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

xeteiranoii Pertanoounqiawaban Kepala Daerah kepada [lewan
p"i;iJiilan RakvaI Di-eraH'oan lnlormasi Penyelenggaraan Pemerintahan

oieiJn reoaOi'tttasvarakat (Lembaran Negar'a Rep-ublik lndonesia Tahun

iooi ttom6i 1-0, Tarirbahan Lembaran Negiara Republik lndonesia Nomor

4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahul 2010- tentang Pedoman-- penvusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepuDlrK

lndonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepuDllx

lndonesia Nomor 5104);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang-Standar Akuntansi-' 
i'.reii,iiut'aii ilemuiran Nesara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor

rii,iimuatrai Gmbaran Ne"gara Re'publik lndonesia Nomor 5165);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah-- 
it-rmUaran Neqara Reoublik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negira Republik lndonesia Nomor 52'19);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20'12 tentang Hibah Daerah-- 
flemUaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negira nepirblit< lndonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-iJndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
^Desa(Lembaran Neoara Reoublik- lndonesia Tahun 20'14 Nomor 123 dan

iambahan Lem'baran Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania -Negara Llembaran
Neoara Reoublik liionesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan

Letbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Pemerintah.....
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang.HakL(euangan dan-- 
naminlsiratit Pimpinan dan Anqgota Dewan Pen'rrakilan Rakyat Daerah

ffiil##" r'rJiSil- nEpruiii"inoonesia Tahun 2017 N6mor 106'

i#nrnJn Lemdaran Neiara Republik lndonesia Nomor 605);

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lentang Pengadaan-" 
briri'JJisi Fimerintah, sebagaimana telah diubah b-e-baapa kali

i-"iilnii-oi,nqan Feraturin Pre-siden Nomor 4 tahun-2015 tenlang

i,dt iih.n-ri..rpai aias Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

[entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 86 Tahun !017 tenlglg"' iri'iJi'J.-'ni,sliian einoapatan dan Belanja.-Negara.Tahun 2017

ii;mb;t.. N"t"gai; Republik'lndonesia Tahun 2017 Nomor 194);

32, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penqelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana -telah dluDan teraKnlr

aeno"in Peraturan Minteri Dalam NegerfNomor 2'l Tahun 2011 tentang
p6^i6.nri iJorj itis Peraturan Me-nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

)ooo Gntanq F;ooman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik lnd6nesia Tahun 201'1 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman-- i'..6e*" Hiuin oan Bant[an Sosial Yang Bersumber Dari .Anggaran
i'.ill.riart O. Belanja Daerah, sebaga'rmana telah diubah dengan
piiltuian uenteri oat'am Negeii Nomor 14 Tahun 2016-^tentang

bililffi xlttii ntas peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

)oir-iJiir.q-F.domin Pemberian Hibah Dan B-antuan Sosial.-Yang

aii*;b;i 6.ii-,qnqqjtan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik lnddnesia Tahun 2012 Nomor 540);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahtrn 2015 tentang
"-' 

brri.n"iur.ii-proOutiHutum Dierah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);

35. Peraturan Menteri Dalam Ne

Penqelolaan Barang Milik

Tahun 2016 Nomor 547);

oeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman-- 
i'.i,rJirt.r,qnooiran Pendipatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

zOt7 sebaoaimana telah diubah dengan Peraturan Menten ualam. Negen

N;.;l otii;hil)olo tenians Peru-bahan Atas Peraturan Menteri Dalam
'r'].oer.i 

flo.oi Ct Tahun 2016-tentang Pedoman 
^P-enyusunan 

Anggaran

Peidapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2u1i;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom-or 62 Tahun .2017 tentang- 
p"noetomoot<kan Kemampuan Kluangan Daerah serta Pelaksanaan dan

b"'rii.liit'.iii*iuan oina operalional (Berita Negara Republik

lndoneiia Tihun 2017 Nomor 1067);

38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis-- p.no6ioliun timUanan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana

bio,r"J,ii ffirirt ieuigaimana teiah diubah dengan Peraturan Gubernur

A;;h-N;ila701ahuniO1 5 tentang Perubahan AtasPeraturan Gubernur

ni.f', flo.o. 19 tahun 2013 te-ntang Petun.iuk Teknis Pengelolaan

iambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana otonomr

Khusus (Berita Daera-h Tahun 2013 Nomor 71);

39. Qanun Kabuoaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok-- 
FJriiorJi.'Guingin oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara

Tahin 2008 Nomor253);

40. Qanun KabuPaten..
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40. Qanun Kabuoaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggalgl- 
Pendaoatan ban Belania Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017

iL.mu5ra-n fiUuoaten Aceh Utdra Tahun 20'17 Nomor 3 "(Nomor Register

banun Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (3812017)');

4'1. Oanun Kabuoaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak

riJrJnoan AO'minisiratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

kiUuo5ten Rietr utara Tarrdn Anggaran 2-0-17 (Lembaran Kabupaten Aceh

Utariijtrun 2017 Nomor 7 "(Nbhor Registdr Qanun Kabupaten Aceh

Utara, Provinsi Aceh (7 171 12017)"\:

42. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang- 
Prosedur Perigelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh U

Daerah Kabup-aten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

43. Peraturan Buoati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 lentang Kebijakan- 
Aiuntansi Peherintah Kabupaten Aceh Utara ( Berita Kabupaten Aceh

Utara Tahun 2013 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN

AruECMIru PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATIACEH UTARA

Pasal 1

1. Pendapalan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan

Surplus/(Defi sit) Setelah Perubahan

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan
'l) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Sistem dan
tara (Berita

. 2.70'1.388.665.095,83

6.760 .644.200,00

Rp. 2.708.149.309.295,83

Rp. 22.328.655.046,00

Rp. 21. 330 178.00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran

20i7 semula berjumlah Rp. 2.701.388.665.095,83 bertambah sejumlah

Rp. 6.760.M4.200,00 sehingga menjadi Rp. 2.708.149'309295,83 dengan

rincian sebagai berikut :

Rp

Rp

44.262.985 224,00Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.

b, Pengeluaran....

Rp. 2.714.589.771.908,83

Ro. 37 .822.522.611,00

Rp. 2.7 52.412.294.5'l 9,83

Rp. (44.262.985.224,001
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b. Pengeluaran
1) Semula EP' 9.^127.548.233,00

2i Bertambah/(berkurang) @' 
Jumlah pengiluaran setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 44.262.985.224,00

Sisa Lebih eehbiayain Anggaran setelah perubahanRp' 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari:

a, Pendapatan Asli Daerah

1) Semula EP. 247.111.499,871,00

2i Bertambah /(berkurang) Rp' 8.160'644'200,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah'perubahan Rp' 255.272.144.071 ,00

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bedambah /(berkurang)
Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Sernula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah setelah perubahan

Rp. 878.771.001.980,00

Rp. 878J71,001.980,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah
1) Semula EP. 23.386.309,000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1'400'000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah
perubahan RP' 24.786.309.000,00

b, Retribusi Daerah

1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Rekibusi Daerah setelah
perubahan Rp. 3.610.850.000,00

Dipisahkanc. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Rp. 20.015.000.000,001) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
yang Dipisahkan setelah perubahan

d. Zakal
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Zakat setelah perubahan

Rp. 20.015.000.000,00

Rp 9,900,032.00,00

Rp. 9.900.032.00,00

Rp. 1.575,506.163.244,83
Rp. (1.400.000.000,00)

Rp. 1.574.106.163.244,83

3.610.850.000,00
0,00

Rp

Rp

Daerah

e. Lain-lain pendapatan.,.
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Rp. 196.959.953.071,00

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri

darijenis pendapatan :

a. Dana Transfer Umum
Rp.'1.235.281.787.573,83

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Lainlain PendaPatan Asli

Daerah yang Sah setelah Perubahan

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Dana Transfer Umum setelah

perubahan

b. Dana Transfer Khusus

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Dana Transfer Khusus setelah

Perubahan

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Rp. 190.199.308.871,00
K .760.644

1.4 000 00

Ro. 000

Rp. 642.814.441.000 00

4) LainJain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

( l) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pa.iak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula RP. 57.264.189.715,00

Rp.'1.233.881.787.573,83

Rp, 340.224.375,671,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 57.264.'189.715,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula RP. 642.814.441.000,00

Khusus Setelah Perubahan

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provi
Daerah Lainnya Setelah Perubahan

Pemerin
Rp

tah Daerah Lainnya
. 178.692.371.265,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan

Rp. 1.736.483.186.802,00

Rp. 1.733.996.523.411,51

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Langsung setelah
perubahan

nsi atau me tah
Rp. 178.692.371.265,00

Ro. (2.486.663.390 ,49)

978.106.585 106,83
40. .'186.001.49

Rp. 1.018.415.771.108,32

Rp
RD

(2), Belanja Tidak Langsung....

Rp. U0.224.375.671,00
Ro. 0,00
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai'l) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah

b. Belanja Subsidi
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi setelah
perubahan

c. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah
perubahan

d, Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

'l) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Banluan Keuang
Kabupaten/Kota dan Pemerintah

setelah perubahan

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan

Rp 914.753.971.336,00
Ro. 2.886.609.51

perubahan Rp. 915.596.857.945,51

3.500.000.000,00
0,00

Rp. 3.500.000.000,00

Rp. 32.103.358.000,00
485.000.

Rp. 31 .618.358.000,00

Rp. 24.728.385.046,00
oot.+

Rp. 2.643.434.255,00
RO, 0,00

nsi/Kabupaten/Kota dan
Rp. 2.U3.434.255,00

18.000.

an kepada Provinsi/
an Desa dan Partai Politik

Rp. 754.570.938.165,00

Rp
Rp

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
perubahan RP. 24.066.935 046,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa'l) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provi

Pemerintah Desa setelah perubahan

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa dan Partai Politik
Rp. 754.552.938.'165,00

Rp.

Rp.

4.201 ,100.0c0,00
(2.201.100.0Q0p0)

Rp. 2.000.000.000 00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 74.199.123.200,00

Rp. 1.083.650.500,00

Rp. 75.282.773.700,00

c. Belanja Barang dan Jasa
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Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 451.453.661.807,17

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan
1) Semula RP. 22.328.655.046,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.934.330.178.00

JumlahPenerimaansetelahperubahan Rp. 44,262.985.224,00

b. Pengeluaran
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 9.127.548.233,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan

c. Belanja Modal
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 467.445.182.967,00

24.234.152.

Rp. 49'l .679.335.601 ,15

Rp. 436.462.278.939,83

Rp. 14. '1.382.867,34

127.548.233 00

0,00Rp

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

1) Semula RP. 22.328.655.046,00

2) Bertambah/(berkurang) 1.934.330.178 00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya(S|LPA)setelah perubahan Rp. 44.262.985.224,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Pembayaran Utang Pihak ke tiga

1) Semula Rp. 9,127.548.233,00

2) Bertambah /(berkurang) Ro. (9.127.548.233,00)

Jumlah Pembayaran Pihak Ketiga

setelah perubahan RP. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, lerdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran ll Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran lll Rincian Perubahan APBK menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasl, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rp, 2

4. Lampiran |V,...



4. Lampiran lV

5. Lampiran V

6. Lampiran Vl

7. Lampiran Vll

8, Lampiran Vlll
9. Lampiran lX
10. Lampiran X

1 '1. LamPiran Xl

Rekaoitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Keoiatan:
ielaoituiasi Perubahan Belanja Daerah Untuk

Keseiarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuanoan Neqara;
Daftar-Perubaian Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Per Jabatan;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah;

Daftar piutang daerah;

Daftar oenvertaan modal (investasi) daerah;

Daftar 
'Per'kiraan 

Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

Daftir perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lain-lain;
Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

'10

Pasal 6

12. Lampiran Xll
13. Lampiran Xlll

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

irnJ.ngrn perubahan APB( dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

,nggrtin. Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria

sebagai berikut :

,. fitlf.n merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan

tidak dapat ciiprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan teriadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat'

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat ('l)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

b, Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat'

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak

mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7
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Pasal 7

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

/I
{4 aueal ACEH UTARAOL

-aq "LtC--
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2017 M

'15 Rabi'ul Awal 1439 H

SEK

c|.
L AZIZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSIACEH : (9/133/2017)

t

PARAF KOORDINASI

Kepala BPKD 4
Kabid. Anggaran /h
Kabag Hukum f

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Ulara Tahun Anggaran 2017 sebagai

landasan operasional pelaksanaan.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 5 Desember 2017 M

15 Rabi'ul Awal 1439 H

H, MUHAMMAD THAIB


